BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan perhitungan
PPh pasal 21 pada Universitas Kadiri, apa saja komponen-komponen struktur gaji
yang berpotensi untuk dilakukan penghematan pajak dalam perhitungan PPh pasal 21
terutang, bagaimana perhitungan PPh pasal 21 terutang karyawan tetap pada
Universitas Kadiri setelah dilaksanakan perencanaan pajak serta bagaimana pengaruh
perencanaan pajak terhadap PPh pasal 21 terutang karyawan tetap pada Universitas
Kadiri.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya,
maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan perencanaan pajak atas PPh pasal 21 di Universitas Kadiri yang
dilakukan secara benar tidak menyalahi peraturan hukum dan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku. Penerapan tersebut diterapkan dengan
melakukan penghematan pada beberapa komponen struktur gaji, yaitu dengan
memberikan tunjangan pajak (tunjangan pajak seluruhnya atau sebagian),
serta mengganti tunjangan kehadiran dengan fasilitas antar jemput atau
reimbursement bagi karyawan.

2. Sebelum dilaksanakan perencanaan pajak pajak terutang PPh pasal 21 yang
harus ditanggung karyawan untuk karyawan Mashuri sebesar 15.711,

Hariyanto sebesar 13.792, dan Teguh Pramono 11.479. Setelah diberikan
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tunjangan pajak seluruhnya menggunakan metode gross-up pajak terutang
yang harus ditanggung karyawan Mashuri sebesar sebesar 16.538, Hariyanto
14518, dan Teguh Pramono 12.083. Dengan pemberian tunjangan pajak
sebagian, pajak terutang yang harus ditunjang karyawan Mashuri sebesar
16.497, Hariyanto 14.482 dan Teguh pramono 12.053.

3. Dari data diatas dapat dilihat bahwa dengan pemberian tunjangan pajak
seluruhnya atau sebagian jumlah pajak terutang yang harus dibayar karyawan
semakin besar. Tetapi hal tersebut tidak akan merugikan karyawan karena
jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh karyawan tersebut ditunjang
seluruhnya atau sebagian oleh perusahaan dengan pemberian tunjangan pajak.
Dalam hal pemberian tunjangan pajak sebagian besarnya PPh Pasal 21 yang
terutang lebih besar daripada tunjangan PPh pasal 21 yang diberikan, maka
kekurangannya bisa ditunjang (dipotong) dari karyawan. Bagi perusahaan
tunjangan pajak yang diberikan tersebut dapat memperbesar biaya
operasional perusahaan sehingga pajak terutang yang harus dibayar
perusahaan dapat diminimalisasi.

4. Pemberian tunjangan transport kehadiran oleh Universitas Kadiri kepada
karyawan merupakan penghasilan bagi karyawan dan dibebankan sebagai
objek pasal 21. Terdapat dua pilihan metode yang dapat dilakukan untuk
mengurangi  jumlah pajak yang terutang, Vyaitu dengan pemberian
reimbursement atau fasilitas antar jemput dengan menggunakan gross method
dan gross up method. Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa

jumlah pajak terutang karyawan akan semakin kecil jika menggunakan gross
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method. Hal ini di karenakan dengan menggunakan gross method perusahaan
tidak memberikan tambahan tunjangan, sehingga jumlah pajak terutang
semakin kecil. Dengan pemberian tunjangan pajak menggunakan gross up
method jumlah pajak terutang karyawan akan semakin besar, Tetapi hal
tersebut tidak akan merugikan karyawan karena jumlah pajak terutang yang
harus dibayar oleh karyawan tersebut ditunjang seluruhnya atau sebagian oleh
perusahaan dengan pemberian tunjangan pajak. Dan pemberian tunjangan
pajak oleh perusahaan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto bagi

perusahaan.

Saran

Saran yang dapat diberikan atas pelaksanaan perencanaan pajak yang baik

diantaranya adalah :

1. Sebaiknya perusahaan dalam melakukan perhitungan PPh pasal 21 yang
terutang dengan memasukkan tunjangan pajak (tunjangan pajak sebagian
atau seluruhnya) yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan pajak
penghasilan karyawan dan perusahaan. Bagi perusahaan tunjangan pajak
yang diberikan tersebut dapat memperbesar biaya operasional perusahaan
sehingga pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan dapat
diminimalisasi. Bagi karyawan pemberian tunjangan pajak akan
menguntungkan karena pajak terutang ditunjang sebagian atau seluruhnya

oleh perusahaaan.
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2. Selain tunjangan pajak, dalam pelaksanaan perencanaan pajak perusahaan
dapat mengganti tunjangan kehadiran dengan memberikan fasilitas antar
jemput atau reimbursement dengan menggunakan gross method atau gross
up method. Kedua pemberian fasilitas ini dapat meringankan jumlah pajak
terutang bagi karyawan jika dibandingkan sebelum dilaksanakan
perencanaan pajak, dan dengan pemberian gross up method jumlah pajak
terutang karyawan akan ditanggung sebagian atau seluruhnya oleh
perusahaan sehingga pemberian tunjangan tersebut dapat menjadi
pengurang penghasilan bagi perusahaan.

3. Perlunya meningkatkan pengetahuan perpajakan pada karyawan yang
menangani masalah perpajakan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanakan
kewajiban perpajakan dapat berjalan sesuai dengan peraturan perpajakan

yang berlaku.
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